
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 29 tahun 2019 tentang Sistem Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

a. bahwa untuk menghadapi kemungkinannya terjadinya
keadaan kahar /force majeur di Lingkungan Pemerintah
Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2019
tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin ;

Menimbang

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARMASIN,

PERATURANWALIKOTABANJARMASIN
NOMOR 12TAHUN2020

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTABANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN2019 TENTANGSISTEM PEMBERIANTAMBAHAN

PENGHASILANPEGAWAIBERBASIS KINERJA
DI LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABANJARMASIN

WALIKOTABANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURANWALIKOTABANJARMASINNOMOR 29 TAHUN
2019 TENTANG SISTEM PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BERBASIS KINERJA DI
LINGKUNGANPEMERINTAHKOTABANJARMASIN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);



HAMLIKURSANI

BERITADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2020 NOMOR 12

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 !flaret 2020
SEKRETARISDAERAHKOTABANJARMASIN,

4-
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Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 biar'e t 2()~O
WALIKOTABANJARMASIN,

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin .

PasallI

'-"(2) Keadaan kahar /force majeur sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa
keadaan bencana alam, wabah penyakit menular, perang atau keadaan lain
diluar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah (Tanggap Darurat).

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/force majeur TPP Berbasis Kinerja pegawai
dibayarkan secara penuh sesuai pagu yang telah ditetapkan dengan
mengesampingkan indikator /kriteria perhitungan pembayaran TPP Berbasis
Kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan Walikota ini.

"Pasal20A

BABVIA
KEADAANKAHAR

Diantara ketentuan BAB VI dan BAB VII dalam Peraturan Walikota Banjarmasin
Nomor 29 tahun 2019 Tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Berbasis Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 29) disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIA
sehingga berbunyi sebagai beriku t :

Pasai I


